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PERATURAN 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,DAN GEOFISIKA 

NOMOR 7 TAHUN 2013 
TENTANG 

MEKANISME PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN  
PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS JENIS DAN  

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
ATAS INFORMASI DAN JASA METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2012 tentang Jenis dan 
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
tentang Mekanisme Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, 
dan Pelaporan Pendapatan Negara Bukan Pajak Atas Jenis 
dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas 
Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
Meteorolgi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5058); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang 
Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi dan 
Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5274); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara 
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176); 

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang 
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; 

8. Keputusan Kepala  Badan Meteorologi dan Geofisika 
Nomor  KEP. 003 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja  Akademi Meteorologi dan Geofisika; 

9. Keputusan Kepala  Badan  Meteorologi dan Geofisika  
Nomor  KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, 
Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun 
Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 
007/PKBMG.01/ 2006; 
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10. Keputusan  Kepala  Badan Meteorologi dan Geofisika  
Nomor  KEP.006 Tahun 2004 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global; 

11. Peraturanan  Kepala Badan  Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika Nomor  KEP. 03 Tahun 2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN  KEPALA  BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA  TENTANG  MEKANISME 
PELAYANAN, PENERIMAAN, PENYETORAN, DAN 
PELAPORAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS 
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA 
BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI DAN JASA 
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

BAB   I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal   1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan : 

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP 
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari 
penerimaan perpajakan. 

2. Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah 
pelayanan informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika 
yang meliputi pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, 
pelayanan informasi cuaca untuk pelayaran, informasi cuaca untuk 
pengeboran lepas pantai, informasi iklim untuk agro industri, 
informasi iklim untuk diversifikasi energi, informasi kualitas udara 
untuk industri, informasi peta kegempaan untuk perencanaan 
kontruksi, informasi meteorologi untuk keperluan klaim asuransi, dan 
pelayanan informasi khusus meteorologi, klimatologi, dan geofisika 
sesuai permintaan. 

3. Pelayanan Jasa Kalibrasi Alat Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
adalah pelayanan jasa yang berhubungan dengan kegiatan peneraan, 
pengujian, dan sertifikasi alat meteorologi, klimatologi, kualitas udara, 
dan geofisika bukan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika. 

4. Pelayanan Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan sewa alat 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 
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5. Pelayanan Jasa Penyelenggaran Pendidikan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika adalah pelayanan yang diberikan atas kegiatan 
penyelenggaraan pendidikan pada Akademi Meteorologidan Geofisika. 

6. Pelayanan Jasa Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang 
diberikan atas kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. 

7. Petugas Layanan PNBP adalah petugas yang memberikan pelayanan 
kepada wajib bayar berupa jasa dan informasi khusus Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika. 

8. Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan adalah pelayanan 
informasi yang berhubungan dengan komponen dari Pelayanan Jasa 
Penerbangan (PJP). 

9. Pelayanan Informasi Cuaca untuk Pelayaran adalah pelayanan 
informasi yang berhubungan dengan informasi cuaca untuk 
pelayaran, informasi cuaca pelabuhan, dan/atau informasi cuaca 
khusus. 

10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika. 

11. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika. 

12. Wajib Bayar adalah semua instansi, perusahaan, dan/atau 
perseorangan yang wajib membayar terhadap penggunaan jasa 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

13. Bendahara Penerima adalah petugas yang melakukan penerimaan 
uang atas pelayanan informasi dan pelayanan jasa di bidang 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

14. Bank adalah Bank milik Pemerintah yang merupakan Bank Persepsi 
untuk menerima setoran PNBP atas tarif pelayanan informasi dan 
pelayanan jasa dari Bendaharawan Penerima.  

15. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya 
disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang 
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

Pasal 2 
Jenis PNBP yang berlaku pada Badan meliputi penerimaan dari: 

a. informasi  meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 
b. jasa kalibrasi alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 
c. jasa penggunaan alat meteorologi, klimatologi, dan geofisika; 
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d. jasa penyelenggaraan pendidikan meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika; 

e. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika; 

f. penjualan publikasi dan cetakan mengenai meteorologi, klimatologi, 
dan geofisika; dan 

g. jasa penggunaan gedung serba guna citeko badan meteorologi, 
klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan pendidikan dan 
pelatihan/workshop/seminar di bidang meteorologi, klimatologi, dan 
geofisika. 

Pasal 3 
(1) SetiapWajib Bayar dikenakan pungutan berdasarkan tarif yang 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 
Tahun 2012tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika. 

(2) Setiap informasi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diminta oleh Wajib Bayar, harus sudah diterima Wajib Bayar paling 
lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Petugas Layanan 
PNBP menerima kuitansi yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima. 

BAB II 

MEKANISME PELAYANANPENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 
BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Informasi dan/atau Jasa Penggunaan Alat Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika 
Pasal 4 

Permintaan layanan atas informasi dan/atau jasa penggunaan alat 
meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 huruf a dan huruf c dapat dilakukan secara:  
a. langsung; atau 

b. tidak langsung, melalui : 
1. email; 
2. surat; atau 

3. telepon.  
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